ABSTRAK

Akhmad Fauzi Ilham, 126103202095, Penyelesaian Sengketa Organisasi
Masyarakat PCNU Jombang Dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama’
Dalam Prespektif Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016. Program
Studi Hukum Tata Negara, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
Dosen Pembimbing Skripsi Prof. Dr. H. Asrop Safi’i, M.Ag.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Organisasi Kemasyarakatan, PP Nomor 58
Tahun 2016.

Organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam kehidupan
sosial dan keagamaan masyarakat Indonesia. Namun, kompleksitas struktur dan
kewenangan dalam organisasi besar sering memunculkan sengketa internal. Salah
satu contoh aktual adalah sengketa antara Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
(PCNU) Jombang dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dipicu oleh
perbedaan penafsiran kewenangan organisasi, legalitas kepengurusan, serta
lemahnya komunikasi antara pengurus pusat dan daerah. Sengketa ini berdampak
pada stabilitas organisasi dan menimbulkan kegelisahan sosial di kalangan warga
Nahdlatul Ulama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab
terjadinya sengketa antara PCNU Jombang dan PBNU, mengkaji mekanisme
penyelesaian sengketa internal organisasi, serta menilai kesesuaiannya dengan
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-
empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus PBNU, perwakilan
PCNU Jombang, dan tokoh organisasi otonom Nahdlatul Ulama, yang didukung
oleh studi dokumentasi serta analisis peraturan perundang-undangan terkait.
Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan fakta empiris
dan norma hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa PCNU Jombang dan PBNU
disebabkan oleh perbedaan penafsiran kewenangan struktural, minimnya
komunikasi organisasi, dan belum optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa
internal. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 menegaskan bahwa
penyelesaian sengketa internal organisasi kemasyarakatan harus diutamakan
melalui mekanisme internal sebelum menempuh jalur litigasi. Oleh karena itu,
penyelesaian sengketa idealnya diarahkan pada penguatan mekanisme internal yang
dialogis, partisipatif, dan berlandaskan hukum guna menjaga keutuhan, legitimasi,
dan marwah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis
keagamaan di Indonesia dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi
berkeadilan.
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Mass organizations play a strategic role in the social and religious life of
Indonesian society. However, the complexity of structures and authority within
large-scale organizations often gives rise to internal disputes. One relevant example
is the dispute between the Nahdlatul Ulama Branch Executive Board of Jombang
(PCNU Jombang) and the Nahdlatul Ulama Central Executive Board (PBNU),
which was triggered by differing interpretations of organizational authority, the
legality of leadership, and weak communication between central and regional
management. This dispute affected organizational stability and caused social unrest
among Nahdlatul Ulama members. This research aims to analyze the factors
causing the dispute between PCNU Jombang and PBNU, examine internal
organizational dispute resolution mechanisms, and assess their conformity with
Government Regulation Number 58 of 2016 concerning the Implementation of Law
Number 17 of 2013 on Mass Organizations.

This study employs a qualitative method with a juridical-empirical
approach. Data were collected through interviews with PBNU officials,
representatives of PCNU Jombang, and figures from Nahdlatul Ulama autonomous
bodies, supported by documentation studies and analysis of relevant laws and
regulations. Data analysis was conducted using a descriptive-analytical method by
linking empirical findings with applicable legal norms.

The results indicate that the dispute between PCNU Jombang and PBNU
was caused by differences in interpreting structural authority, limited organizational
communication, and the suboptimal functioning of internal dispute resolution
mechanisms. Government Regulation Number 58 of 2016 emphasizes that internal
disputes within mass organizations must prioritize internal resolution mechanisms
before pursuing litigation. Therefore, dispute resolution should be directed toward
strengthening dialogical, participatory, and law-based internal mechanisms to
maintain the unity, legitimacy, and dignity of Nahdlatul Ulama as a religion-based
mass organization in Indonesia in order to achieve equitable organizational
governance.
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